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ABSTRAK

EGI SAPUTRA, KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN NON-
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah saty

edukasi tentang seks pada masyarakat membuat persoalan ini menjadi salah
satu hal yang serius dan sering terjadi di Indonesia (Ramadhan et al_, 2020).
Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing di telinga kita dan
ketika kita mendengar kata “kekerasan”, sebagian besar di antara kita akan
mengarahkannya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan,
menyakitkan, atau bahkan mematikan (Martono, 2014). Kasus kekerasan




merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM. Setiap harinya semakin
banyak media yang memberitakan kasus kekerasan. Baik media cetak

maupun media elektronik.
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pthak yang berwajib atau kepada lembaga yang berwenang seperti Dinas
PMD, PP & PA. di mana lembaga ini berperan untuk menyelesaikan
permasalahan yang menyangkut kekerasan seksual.

Mengatasi masalah kekerasan seksual khususnya di  Kabupaten
Enrekang, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan
disahkannya RUU PKS yang mengatur kekerasan seksual mulai dari




pencegahan hingga pemulihan korban. Pemerintah telah berusaha untuk

mengatasi masalah kekerasan vang terjadi dengan mengeluarkan RUU PKS.
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kasus kekerasan scksual menjadi menarik untuk diteliti. Dengan pelibatan
koordinasi tersebut, penangan kasus kekerasan seksual dapat berjalan lebih
efektif dan efisien karena setiap aktor yang terlibat memiliki peran dan
fungsinya masing-masing. Dalam era otonomi daerah sekarang ini yvang
ditandai dengan sistem pemerintahan desentralisasi, peran Non-Governmental




Organization (NGO) dirasa cukup penting untuk mendukung tercapainya

tujuan otonomi daerah.

penelitian dengan judul

Governmental Organization dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
di Kabupaten Enrekang”.

Rumusan Masalah
Melihat latar belakang di atas yang berhubungan dengankoordinasi

Pemerintah Daerah dan Non-Governmental Orgamization dalam penanganan
kasus pelecechan seksual, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:




1. Bagaimana bentuk koordinasi Pemerintah Daerah dan Non-Governmental
Organization dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten
"
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Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
kepustakaan dan bahan referensi sosial bagi mereka vang berminat pada
kajian-kajian ilmu sosial.




2. Manfaat Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pihak pemerintah dalam perlindungan anak dan dalam upaya memberikan




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
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tugasnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus
bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanan fungsi
ketertiban Tugas kepolisian dalam bidang ketertiban masyarakat tidak
diserahkan kepada lembaga lain seperti Pemenintah Daerah. Akan tetapi,
Pemerintah Daerah dapat mendukung Kepolisian dalam menjalankan
tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui

pendelegasian wewenang oleh Mabes Polri ke Polda.




Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu kajiannya
lebih berfokus kepada kerjasama kepolisian dan Pemrintah Daerah dalam
, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan lebih berfokus kepad an pelecehan seksual anak di
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menegakkan ketertiban di Masyaraka

anak di bawah umur.
3. Penelitian Ramadhan et al, (2020) tentang perancangan eleciric brass
knuckle pada tas wanita. Hasil peneliian menunjukkan bahwa dengan
dilakukannya perancangan, masyarakat khususnya perempuan dapat
beraktivitas di tempat umum dengan nyaman dan aman. Teknologi yang

diterapkan pada perancangan kali im adalah electric brass knucle redesan




dan penambahan teknologi pada brass knucle yang gunanya sebagai alat
Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu kajiannya
lebih berfokus kepada perancang //\ i berupa electric brass knucle
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Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari pelecehan seksual,
sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada

penanganan pelecehan seksual anak di bawah umur melalui koordinasi
Pemerintah Daerah dan kepolisian.

5. Penelitian Septiani (2021) tentang pentingnya komunikasi keluarga dalam

pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini. Hasil penelitian




menunjukkan bahwa Menjaga komunikasi dan menciptakan keterbukaan
dalam berkomunikasi agar orang tua dapat mengetahui dan mendeteksi
secara dini apa yang dirasakan oleh anaknya. Selain itu saling
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khusus.Pentingnya koordinasi dikarenakan umtuk menyatukan dan
menyelaraskan unsur yang berbeda. Pendapat lain mengatakan koordinasi
ialah bentuk penyesuaian dari masing-masing bagian yang terhubung dan
usaha untuk menggerakan serta mengoprasikan bagian yang tertentu pada
waktu vang singkron, dan pada akhimya vang serta demikian pada

10




masing-masing bagian juga dapat memberikan sumbangan terbanyak pada
keseluruhan hasil (Syafiie, 2011).
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Breach, koordinasi diartikan yaitu menggrakkan dan mengimbangi tim
dengan menyediakan lokast kegiatan untuk pekerjaan yang selaras pada
masing-masing dan juga menjaga agar kiranya kegiatan yang terpilih
terlaksanakan dengan keselarasan juga dengan semestinya di antara
anggota-anggota itu sendir. Koordinasi dimaksudkan ialah suatu bentuk

proses yang di mana pimpinan mengembangkan bentuk-bentuk usaha
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kelompok secara tersusun di antara bawahannya dan menjaminkan
kesatuan tindakan-tindakan di dalam pencapaian tujuan bersama

Koordinasi diartikan juga dengan proses pengitegrasian pada tujuan-tujuan

\'h 7/ 'ﬁ
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kedudukan vang mengkordinasikan dan yang dikordinasikan
mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut fungsi dan
tugasnva ke dua-duanya mempunyai kaitan satu sama yang lain dan
sehingga di perlukan koordinasi,

3) Koordinasi dingonal yaitu koordinasi fungsional, yang di mana

halnya mengkoordinasikan memiliki kedudukan atau jabatan yang
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lebih tinggi tingkat eselonyva di bandingkan vang di koordinasikan,
tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis
komando, (/ine of command).

N/
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dengan instansi yang lainnya saling mempunyai ikatan atau juga saling
bergantung secara ekstern atau intern yang tahapan levelnya sama atau
setaraf.

b. Koordinasi horizontal ini relative sulit di lakukan, sebab koordinator
tidak bisa memberikan sanksi atau hukuman kepada pejabat yang sulit

diatur karena kedudukannya setara atau setingkat.
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3. Tujuan Koordinasi
Tujuan koordinasi adalah untuk memadukan (mengintegrasikan),

menyerasikan berbagai kepentingan-kepentingan dan juga kegiatan yang

saling berkaitan satu
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4. Indikator Koordinasi

Handayaningrat (2008) memaparkan bahwa koordinasi dalam proses
manajemen dapat diukur melalui indikator:
a. Komunikasi
b. Kesadaran masyarakat

¢. Kompetensi partisipan

14




d. Kesepakatan
¢. Kontinuitas perencanaan
b) Koordinasi Pemerintah
Koordinasi pemerintah _bukan' masalah politik dan administrasi
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rhubungan satusama lainnya;

pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran
dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan
pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja(Syarifuddin, 2003).

Selanjutnya setelah dijelaskan mengenai kebutuhan akan koordinasi,
maka yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam memilih pendekatan
terbaik untukkoordinasi adalah dengan menyesuaikan/menandingkan

15




kapasitas orgamsasidengan kebutuhannya akan koordinasi. Menurut
Stoner (2007) halberikutnya yang diperlukan adalah memilih mekanisme
pengkoordinasian yangsesuai, dengan kemampuan organisasi dalam
melakukan koordinasi.

Sarana atau mekand§m:
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Taklimat untuk  memberikan  pengarahan, memperjelas  atau

menegaskan kebijaksanaan sesuatu masalah.

4) Surat Keputusan Bersama; Untuk memeperlancar penyelesaian sesuatu
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi, dapat
diterbitkan Surat Keputusan Bersama atau Surat Edaran Bersama.

Sarana koordinasi ini sangat efeknf dalam mewujudkan kesepakatan

16




dan kesatuan gerak didalam pelaksanaan tugas antara dua atau lebih
instansi vang terkait.
5) Tim, Panitia, Kelompok Kerja,s Gugus Tugas. digunakan untuk

menanganikegiatan yang b
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dalam pencapaian tujuan bersama.

Koordinasi lembaga dapat berjalan secara cfektif apabila terdapat
mekanisme dasar dalam pelaksanaannya. Mekanisme dasar tersebut
mengandung beberapa unsur yang harus diperhatikan (Stoner, 2007), di
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1) Hierarki Manajemen

Hierarki manajemen mencakup garis komando untuk memudahkan

Syafrudin adalah masalah peribal kerjasama antara aparatur pemerintahan
dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi
pemenntahan. Masalah koordinasi di alam Pemerintahan Indonesia masih
menjadi masalah yang perlu dipecahkan.

Sekalipun pada umumnya telah disadan pentingnva koordinasi dalam

proses admimstrasi/managemen Pemenntah, tetapi kenyataannya dalam

18




praktek tidak jarang terdapat berbagai masalah yang menyebabkan kurang
efektifnya pelaksanaan koordinasi vang diperlukan, sehingga pencapaian

Sub Biro lain di luar biro mereka.
Koordinasi memiliki dua bentuk subkategori menurut Kaynak &
Tuger (2014) yaitu:
1. Koordinasi vertikal yang berarti komunikasi antarindividu/unit dalam
satu lembaga (internal) atau antarlembaga (eksternal) secara gans lurus

dari atas ke bawah dan/atau dari bawah ke atas. Dalam koordinasi

19




vertikal mengandung hierarki komando antara atasan dan bawahan,
Umumnya, koordinasi vertikal mudah untuk dilakukan karena struktur

hierarki sudah jelas.

2. Koordinasi horizontal, gasi  antarindividu/unit - dalam

T ang memiliki posisi
e \—\
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(unit) kurang jelas. Di samping
prosedurkerja yang kurang dipahami oleh pihak-pihak vang
bersangkutan, dan kadang-kadang timbul keragu-raguan di antara

mereka. Sebenarmnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu
timbul, karena antara yang mengkoordinasikan dan yang
dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisast vang

bersifat hirarkis.




2) Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional. Hambatan-hambatan

yang timbul pada koordinasi fungsional, baik vanghorizontal maupun

informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa
dantindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama.
¢) Non-Governmental Organization (NGO)
1. Pengertian Non-Governmental Organization (NGO)
LSM atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah

(Non Government Organization) adalah orgamsasi yang berasal dari

21




masyarakat dan bersifat mandiri NGO/LSM merupakan organisasi yang

tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah,

khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan

tidak melibatkan negara, melainkan melibatkan minimal dua kelompok
tertentu dan negara yang berbeda, tetapi memiliki keinginan dan tujuan
vang sama. Kelompok NGO ini melakukan serangkaian aktivitas vang
bersifat transnasional, selain itu setiap NGO dapat melakukan kerjasama
dengan pihak pemerintahan sebuah negara, meskipun keanggotaan

organisasi yang bersangkutan tidak menempatkan kelompok pemerintahan




di dalam sistem keanggotaannya NGO pada dasarnya juga terbagi menjadi
dua bentuk. yaitu kelompok non-profit dan kelompok bisnis multinasional
(Archer, 2001).

2. Peran Non-Governmental Org

55

negara. Noeleen Heyzer mengidentifikasi 3 (tiga) jems peran yang dapat
dimainkan oleh berbagai NGO, yaitu: a) Meningkatkan pengaruh politik
secara meluas, melalui jaringan kerja sama, dalam suatu negara ataupun
dengan lembaga-lembaga internasional lainnva, b) Ikut mengambil bagan
dalam menentukan arah dan agenda pembangunan. ¢) Mendukung dan
memberdayakan masyarakat pada tingkat “grassroofs”. yang sangat

esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
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Corrothers dan Suryatna juga mengungkapkan hal yang hampir sama,
dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi

3 (empat) peranan yang dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah
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3. Hubungan Pemerintah denganNon-Governmental Organization (NGO)
Penjelasan tentang hubungan LSM atau NGO (Non Government
Organisation) dengan pemerintah menurut Eldridge dalamSuharko (2005),
menunjukkan bahwa posisi dan sikap NGO terhadap pemerintah sangat
ditentukan oleh isi dan pendekatan yang terkandung dalam aktivitas NGO,
Dengan mempertimbangkan variabel tersebut dan dengan berdasar pada

24




cara NGO berhubungan dengan pemerintah dan dengan masyarakat yang

dilayaninya, Eldrige mengelompokkan NGO di Indonesia menjadi 4
(empat) kategori:

kebijakan pemerintah.

¢. NGO yang menggunakan pendekatan “empowerment from below™
(pemberdayaan dari bawah). Tipe NGO ini lebih menekankan pada
pembentukan kesadaran atas hak-hak dasar ketimbang pada upaya
mengubah kebijakan. NGO dalam kategori ketiga ini menggunakan

25




hubungan tatap muka intensif dengan kelompok sasaran, dan hanva
melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah.
d. NGO radikal (radical NGO) vang kritis terhadap pemerintah, dan
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terwujudnya kescjahteraan masyarakat melalui pemingkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Rahayu, 2017).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah

26




kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur

memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah
yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah menurut Sarundajang,
(2005), antara lain adalah sebagai benkut:

a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di

pemerintah pusat.
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b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan
pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.

¢. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan

berkaitan dan berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam
b. Desentralisasi  Fungsional (termasuk  juga vang  menurut
dinas/kepentingan), vaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan
fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli

khusus yang dibentuk untuk itu,
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c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi),
vaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah

pusal dalam menyelenggarakan pemenntahan di daerah oleh pejabat-

¢) Kekerasan Seksual
1. Pengertian Kekerasan Seksual
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,




pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

(Peraturan Pemenintah, 2014),

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan

_/ &/ \skP*““Sq,?
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ena dilatarbelakangi oleh mlai
sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender Pelecehan
scksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan
seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam: mulai dari
sekedar menyuiti perempuan vang sedang berjalan, memandang dengan
mata seolah sedang menvelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke

bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya

30




sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan (Suyanto,
2010).
2. Bentuk Kekerasan Seksual
Bentuk-bentuk vang diag
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a. Menggunakan siulan untuk mengganggu dan mendekati lawan jenis

b. Mengatakan lelucon kotor kepada seseorang sehingga merendahkan
derajatnya.

¢. Memperlihatkan foto atau gambar pomo secara sengaja pada orang

‘vang tidak menyvukamya
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d. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan dan
bentuk fisik seseorang

¢. Melakukan kontak fisik seperti: inenyentuh, menepuk, mencium dan

memeluk seseorang secara s

f. Memperlihatkan g

Kasus kekerasan seksual seringkali memimbulkan kerusakan fisik

pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat,
saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk
masuk pada vagina, mulut atan anus seorang anak perempuan (pada
umumnya) tentu saja akan memmbulkan luka seperti perobekan

keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh
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anak. Luka-luka fistk yang terkait kekerasan seksual sering sekali
tersembunyt  karena organ-organ kelamin sudah barang tentu

beradadalam  bagian yang dertutup dan  biasanya  korban

arena malu dan memilih
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tempat yang berhubungan dengan kejadian kekeasan seksual yang telah
dialami.
C. Kerangka Pikir
Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan teori koordinasi pemerintah.
Koordinasi pemerintah adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi

pemerintah, masalah kerjasama antar aparatur pemerintahan dan pertalian
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satu sama lainnya Koordinasi dimaknai juga sebagai salah satu usaha bekerja

samd antara badan, instansi, umit dalam menjalankan tugas-tugas yang

Jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir di bawah ini:




Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir
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I. Bagaimana bentuk Koordinasi Pemerintah Daerah dan Non-Govermental
Organiozation (NGO)
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Koordinasi

Pemenintah Daerah dan Non-Gevermental Organization (NGO),
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E. Deskripsi Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji

tentang koordinasi Pemerintah Daerah dan Non-Governmental Organization

//, i N
///'mv‘\\\

5. Faktor penghambat merupakan faktor yang sifainya menghalangi jalannya
suatu kegiatan, dalam hal ini berupa minimnya saksi dan sarana dan

prasarana.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Wakiu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dila bulan yaitu mular dan

oo B i

"""""""""""

‘adalah deskniptif’ kualitatif” Deskriptif digunakan sebagai prosedur penelitian
vang menghasilkan deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari informan.
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri
dari dua jenis data yaitu:
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|. Data Primer
Data pnmer adalah data yang utama atau data penting, biasa juga

disebut data mentah karena diperoleh, dari hasil penelitian lapangan secara

langsung, vang masth memeg; /\} han lebih lanjut barulah data

N

tersebut memiliki apifSun al ata vang diperoleh

secara  langs)
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berbagai hasil penelitian yang relevan.
D. Informan Penelitian
Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait
penelitian ini.Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehmk
purposive sampling, atau dikenal dengan tehnik penentuan sampe! bertujuan,
vaitu penentuan informan dengan mencari atau siapa tokoh vang memiliki

pengetahuan terkait masalah yang di teliti.Informannya yaitu:
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NO Nama Inisial Jabatan

Kepala Bidang PPA (DP3A)

Kepala Bidang PPA Polres
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dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan
yang akan diteliti, Dokumen tersebut berupa buku-buku, literatur, laporan
penelitian yang terkait dengan masalah penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah

seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, vaitu wawancara,
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pengamatan yang sudah dilakukan, studi dokumen dan sebagainya sampai
pada penankan kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu
pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam

Sugtyono (2010) yang terdin dag

e

1. Pengumpulan inform

akan paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitanf

adalah teks yang bersifat naratif,
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi vang

mencan arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab

akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat




dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di
lapangan sehingga data-data teruji validitasnya.
G. Pengabsahan Data
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membandingkan apa yang di katakan umum dengan yang di katakan
‘dengan pribadi, membandingkan hsil wawancara dengan dokumen vang
ada.
2. Trnangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguyi kreadibilitas data di lakukan dengan

cara menegecek data kepada sumber yang sama dengan teknik vang




berbeda. Misalnya data yang di peroleh dengan wawancara, lalu di cek
dengan observasi dan dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu

Trnangulast waktu di gua
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Enrekang

TN
~b
S

1sim hujan mular terjadi pada
bulan November-juli sedangkan musim kemaran mulai terjadi pada bulan
Agustus-oktober.
a. Geografis
Kabupaten Enrekang secara geografis terlentak antara 3° 14°36'- 3°

5000 Lintang Selatan dan antara 119° 40753~ 120° 06" 33" Bujur
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Timur, Sedangkan ketinggianya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329
meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:
1. Sebelah Utara: Kabupaten Tana Taraja

2. Sebelah Timur: Kabupaten

3. Sebelah Selatan:

> l'«’ \\ “I"l/ :
(] \ AA\‘X / ///

- oy
'«,V/i& A S

Z
2

L]

(///'ltll\‘\\\\
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Setiap Kecamatan terdini dari beberapa desa/kelurahan yakni.
Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Baraka 15 desa,
Kecamatan Buttu Batu 8 desa, Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan
Malua 8 desa, Kecamatan Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11 desa,
Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.




b. Perekonomian

Dilihat dari aktivitas perekonomian, terdapat adanya perbedaan yang
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Kawasan Barat Enrckang menandakan pentingnya langkah-langkah atay

kebijakan yang strategis agar terciptanya kedua wilayah yang dapat saling

bersinergi dalam memajukan tercapainya visi dan misi daerah.

¢. Visi danMisi Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

1) Vist: “mewujudkan Kabupaten Enrekang Maju, Aman, Sejahtera
(EMAS) vang berkelanjutan dan religious™.
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2) Misi:

a) Meningkatkan kualitas dan ketersedian infrastruktur pelayan public
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Selatan Kantor saat ini menggunakan berkas bangunan Kantor yang dahulu
digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang.

Dasar hukum dari DP3A adalah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang
No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Enrekang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 11).




Sejarah PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Enrekang terbentuk sejak 9 maret 1996 yang disebut dengan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kemudian memisahkan
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a) Kesetaraan menuju keadilan gender mengesankan bahwa manusia
baik perempuan dan laki-laki adalah sama-sama memiliki hak serta
kewajiban sebagai warga Negara.

b) Kesejahteraan adalah kondisi dimana perempuan dan anak
terpenuhi hak dan kebutuhan dasar mercka.
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2) Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
di Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:
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2) Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG):
a) Seksi Kesetaraan Gender:
b) Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
3) Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan:
a) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Hak dan Perempuan;
b) Seksi Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan;
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M 4) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak:
a) Seksi Pemenuhan Hak Anak;

b) Seksi Perlindungan Khusus Anak:
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a. Visi dan Misi PAPER Enrnhng_
I) Visi PAPER Enrekang adalah “Anak dan Perempuan Berdaya™
2) Misi PAPER Enrekang sebagai berikut:
) Mendorong lahimya kebijakan yang pro-poor dan responsive

gender
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b) Melakukan penyadaranperlindungan terhadap anak dan

perempuan akan Hak Azasi Manusia (HAM)

4. Bentuk Koordinasi Pemerintah Daerah dan Non-Gaovernmental
Organization dalam Penanganan Kasus Pelecehan Scksual di

Kabupaten Enrekang

Koordinasi pemerintah daerah menurut penjelasan secara resmi dari
pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan
usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah
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dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang,
sebagaimana dalam aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah yang mengatur koerdinasi baik secara vertikal maupun
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Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh HH sebagai Informan
Ketua bidang PPA DP3A Kabupaten Enrekang yang mengatakan:
Saya kira sudah jelas mengenai struktur kepemerintahaan, khususnya
dalam penangan kasus kekerasan seksual. Masing-masing lembaga
memiliki bidang tertentu. Hanya saja dalam hal ini pusat komando tetap
berada pada tingkatan pemerintah daerah sebagai pucuk pimpinan
(Wawancara tanggal 4 Maret 2022),
Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Pemerintah Daerah

memimpin pada domain administratif, sedangkan DP3A Kabupaten Enrekang
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memimpin pada domain yang bersifat teknis dan operasional. Maka dari itu
komunikasi terus dilakukan secara rutin. Selan itu, garis komando antara

Pemenntah  Daerah  Kabupaten EBnarckang dan  Non-Governmental

Organization (NGO dil S 2 g‘an memanfaatkan berbagai

sarana dan media komupi

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pola komunikasi yang

digunakan dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan NGO berupa pola
komunikasi dua arah  Dalam komunikasi ini akan saling memberikan
Sfeedback antara lembaga yang terlibat dalam koordinasi.
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2. Peraturan dan prosedur

Peraturan  dan  prosedur yang merupakan alat koordinasi dalam
melaksanakan penangan kasus
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Aturan peraturan mengenai penangan kasus pelecehan seksual memiliki
Jalur dari peraturan pusat hingga peraturan daerah sebagaimana dapat
dilithat bahwa dimulai dari Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan
Berbasis Gender Dalam Bencana, dilanjutkan dengan Pergub Provinsi
Sulawesi Selatan No. 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan(Wawancara tanggal 8
Maret 2022)
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Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa dasar hukum dalam
penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang secara
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Hasil wawancara di atas, diketahui bahwa proses perencanaan dan
penctapan tujuan penanganan kasus kekerasan scksual diaktualisasikan
melalul rapat koordinasi secara rutin antara DP3A Kabupaten Enrekang
sebagai koordinator dengan pihak-pihak terkait. Melalui rapat koordinasi
tersebut, dihasilkan suatu keputusan kebijakan dan sebagai sarana
meningkatkan komunikasi dan komitmen dalam mencapai tujuan.




Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang
hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan
kesadaran atan pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam

|

N TS D
oty & F |

rall o
e

=N =% x|

... Dibentuknya koordinasi dima Kall agar penangana

seksual dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang
diharapkan. Fokus utama yang kami lakukan adalah tujuan awal dan
tujuan akhir, dan tudak kalah pentingnya yaitu tetap mengacu pada tujuan
bersama (Wawancara tanggal 5 Maret 2022).

Wawancara di atas disimpulkan bahwa koordinasi yang dilkukan
Pemerintah Daerah  dan  Non-Govermmental Organization  Kabupaten
Eurekm_g dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang

terbukri dilakukan dengan membangun komunikasi guna berhasilnya tujuan
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koordinasi yang dilakukan. Pelaksanaan koordinasi dalam penanganan kasus

kekerasan seksual vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Non-

Masalah yang saya hadapi sangat besar, tentunya sava berterima kasih
kepada bapak dan ibu yang mau menolong sava hingga sampai

bimbingan-bimbingan yang diberikan (Wawancara tanggal 25 Maret

2022).

Wawancara di atas disimpulkan bahwa salah satu bentuk keberhasilan
dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah mampu memberikan
harapan hidup kepada korban. Harapan-harapan untuk hidup diberikan dalam

bentuk bimbingan-bimbingan rohani untuk kekuatan batin dan bimbingan
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pribadi sosial agar korban dapat kembali menjalankan aktivitas seperti
masyarakat pada umunya.
Pelaksanaan bimbingan bukan , hanya dalam bentuk bimbingan
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claku perwakilan NGO yang
mengatakan:

Dalam hal penangan kasus kekerasan seksual vang terjadi pada tahun
2018 dengan 36 kasus yang terdiri dari 9 kekerasan fisik, 2 kekerasan
psikis dan 30 kekerasan seksual, Pada tahun 2019 dengan 45 kasus vang
terdiri danl 8 kekerasan fisik, 0 kekerasan psikis dan 38 kekerasan
seksual. Pada tahun 2020 dengan 21 kasus yang terdiri dari 2 kekerasan
fisik, 12 kekerasan psikis dan 17 kekerasan seksual. Pada tahun 2021
dengan kasus yang terdin dari 2 kekerasan fisik, 12 kekerasan psikis, 17
kekerasan seksual (Wawancara tanggal 8 Maret 2022).
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Hasil wawancara di atas diketahui bahwa melalui koordinasi Pemerintah
Daerah dan Non-Governmental Organization Kabupaten Enrekang dalam
penanganan masalah  kasus kekerasa

seksual tampak mengalami
penurunan. Sehingga

efekuf Koordinasi yang
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ketua PPA DP3

Munculnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrckang minimal
dipengaruhi oleh 2 faktor penyebab vaitu pelaku memiliki riwayat
kekerasan seksual di masa lalu dan kelainan seksual (Wawancara tanggal
4 Maret 2022),

Hasil wawancara di atas disimpulkan korban kekerasan seksual
berpotensi sebagai pelaku kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan trauma
masa lalu yang mereka rasakan. Seseorang yang memiliki kelainan seksual

biasanya paling rentan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Kelainan
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seksual ini dapal menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk
menyalurkan hasrat seksualnya sehingga ia selalu mencari korban untuk
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keberhasilan koordinasi apabila dapat dimanajemen dengan baik. Koordinasi
pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan
oleh faktor-faktor dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor vang dimaksud
adalah faktor pendukung dan taktor penghambat.
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a.  Faktor Pendukung

- Berdasarkan temuan di lapangan, faktor pendorong keberhasilan dalam

melaksanakan koordinasi vaitu peratura pada tataran vertikal, khususnya

koordinasi internal dalam tubulb

dengan HH sebagai Informan yang mengatakan:
Dalam  setiap lembaga, khususnya yang menangani kasus-kasus
kekerasan seksual, diperlukan SDM yang mumpuni. Kehandalan SDM
yang dimiliki menentukan tujuan lembaga vyang akan dicapai
(Wawancara tanggal 4 Maret 2022).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan Non-
Governmental (rganization dalam penanganan kasus pelecehan seksual di

Kabupaten Enrekangsatu diantaranya faktor yang sangat penting dan bisa
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dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik,
institusi maupun dari perusahaan. SDM juga dapat di artikan sebagai kunci

vang bisa menentukan suatu perkembangan perusahaan pada umumnya suatu
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pendampinagn dan pemulihan pada korban, saksi, keluarga, dan teman

korban. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan memiliki tugas
pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Bidang Pemenuhan Hak

dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokoknya membantu Kepala Dinas
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dalam menyelenggarakan kegiatan teknis bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak_
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Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa keberadaan regulasi-regulasi
yang mengatur tertang perlindungan anak anak dan perempuan yang di dalam
regulasi tersebut berisi peran dan kewajiban pemerintah, masyarakat dalam
membenkan perlindungan kepada anak dan perempuan. Harapannya,
regulasi-regulasi yang telah diimplementasikan mampu dijalankan dengan

baik, oleh aparat pemenintah maupun masyarakat.
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Senada dengan itu, wawancara dengan RK selaku perwakilan Ngo yang
mengatakan:

Aturan peraturan mengenai penangan kasus pelecehan scksual memiliki
jalur dan peraturan pusat ~-:r'/ aturan daerah sebagaimana dapat
dilibat bahwa dimulai dari RefmefiPBPA No. 13 Tahun 2020 tentang

Perlindungan Perempug L d Anak dan  Kekerasan
Berbasis Gender Dalam & 1@

(]
Kabupa 2

i atas disimpul )
R\

Adapun  peraturan perundang-undangan mengenai penangan kasus
pelecehan seksual dapat dilihat pada tabel berikut ini
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Tabel 4.2
Turunan Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Kasus Pelecehan
Seksual

No. | Peraturan Perundang-Undangan Tentang
| | Undang-Undang Dasar 1945 pDals
Pasal 28G dan Pasal 281

_____

Provinsi Sulawesi Seiatan
7 | Peraturan Dacrah No. 07 Tahun | Perlindungan Perempuan dan Anak
2018

Diimplementasikannya Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis
Gender Dalam Bencana, Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No. 53 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan

Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan




Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi
Selatan hingga Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Perlindungan

Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang menunjang Pemerintah Daerah

0
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melalui pertanyaan terkadang tidak sesuai.

Untuk mengetahui hambatankoordinasi Pemerintah Daerah dan Non-
Governmental Organization dalam penanganan kasus pelecehan seksual di
Kabupaten Enrekang maka minimnya sanksi dalam menangani kasus
kekerasan seksual tersebut maka dilakukan wawancara dengan selaku

informan Kepolisian yang mengatakan bahwa:
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Hambatan yang sering kita hadapi adalah kurangnya saksi dikarenakan
tunjuk-menunjuk  sehingga sulit ketika sudah berada di pengadilan
(Wawancara tanggal 17 Maret 2022),

a dianggap hanya buang-buang

wakiu karena penangan yang begitu lambat. Lagipula polisi jarang
menanggapi kasus yang seperti ini, apalagi saksi nya belum tentu bersedia
untuk memberi keterangan,

Dengan  demikian, untuk mendapatkan informasi tentang si
pelaku akan semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si

pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang




melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah

tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar

informasi  seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon,

prasarand yang ada saat ini belum memadai. Hal ini merupakan suatu
kenyataan yang kurang baik bagi koordinasi Pemerintah Daerah dan Non-
Governmental Organization dalam penanganan kasus pelecehan seksual di
Kabupaten Enrekang,
Wawancara dengan HH selaku informan yang mengatakan bahwa:
Mengenai sarana dan  prasarana yang kurang yaitu tempat

penyidikan yang sempit, dan kurangnya ruangan tempat pemulihan
korban kekerasan sesual (Wawancara tanggal 5 Maret 2022),
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Wawancara di atas disimpulkan bahwa sarana prasarana yang belum
dimiliki dalam koordinasi Pemerintah Daecrah dan Non-Governmental

Organization dalam penanganan s kekerasan seksual di Kabupaten

Enrekang adalah tempat penvidikan yang»se: pit, perlengkapan alat-alat

kantor yang tidak ditang@ing et peralatan komputer, rak

lemari untuk m
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di di lapangan peneliti dapat
mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah
Daerah dan Non-Governmental Organization Kabupaten Enrekang, sejauh ini
sudah melakukan usaha dalam perlidungan anak terhadap kekerasan seksual,
dari hasil dilapangan bahwa dalam proses pencegahan terhadap penyalahguna
narkoba itu dengan melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga
pendidikan.




Sejauh ini juga dalam usaha-usaha yang dilakukan antar instansi tersebut
belum berjalan secara efektif terbukti dengan adanya ketikdaksesuian dalam
bekerja, artinya proses koordinasi yang dilakukan it mengalami
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lapangan it belum efektif, pemimpin hanya memberikan arahan untuk tetap

menjaga komunikasi dan fokus pada tujuan tanpa memiliki kreatifitas atau

inisiatif dalam meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar instansi,
Pentingnya seorang pemimpin dalam melakukan kerja sama dengan

adanya kreatifitas dan inisiatif untuk mencapai hasil yang efektif, hal tersebut

sebagai langkah dalam mengurangi masalah-masalah dalam koordinasi bahwa




seorang bawahan dalam bekerja sepenuhnya hanya berkiblat pada petunjuk
seorang pimpinan. Sebagaimana menurut Mc. Farland dalam Indra (2014)
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dilakukan masih terdapat masalah-masalah seperti halnya terjadinya ego
sektoral dan perbedaan pendapat, masalah ini tentunya akan menghambat
proses pencapai hasil yang efektif dalam koordinasi.

Pencapai koordinasi yang baik itu dasarkan pada kesadaran setiap
anggota maupun instansi yang terlibat dalam bekerja, melibatkan intansi
dengan melakukan usaha-usaha terstruktur dan menjadikan seorang pimpinan




sebagai panutan dalam bekerja sebagaimana yang dikatakan Moekijat dalam
Prianto (2019), mengatakan bahwa dalam proses koordinasi diperlukan

penyelerasaran secara teratur dan penyusunan kembali kegiatan yang saling
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organisasi karena SDM merupakan penggerak dari segala sumber dayayang
ada. Hal tersebut karena manusia memiliki akal, pikiran dan perasaan.Oleh
karena itu, pengelolaan SDM secara efektif dan efisien menjadi hal yang
sangatpenting agar tercipta SDM yang unggul sehingga keberhasilan dan

keunggulan organisasi dapat tercapai.
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Penanganan korban kekerasan seksual di dukung oleh berbagai pihak,
Pemerintah  Daerah menjalin  kerjasama  dengan  Now-Governmental
Organization Kabupaten Enrekang sesuai dengan konsep Civil Society.Civil

cyvang dimana individu dan

ngat toleransi di suatu
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018 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang menunjang Pemerintah Daerah
dan Non-Governmental Organization dalam pelaksanaan program terkait
penanganan kasus kekerasan seksual dengan pihak lain yang masuk dalam
Stakeholder.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual,

memiliki peraturan dan prosedur tersendiri saat terjadinya kasus sesuai
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dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pihak. Peraturan dan
prosedur vang dimiliki oleh masing-masing pihak hanva berlaku pada

domain-domain tertentu.

Faktor penghambat ialah fak men@alangi atau  menjadi

hambatan seperti mini =/

€an sarana dan prasarana.
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Governmental Organization dalam penanganan kasus kekerasan seksual di
Kabupaten Enrekang adalah tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan
alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan
komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi

schingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang

13




penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk
menyelidiki sebuah tindak pidana,

Sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan
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2. Faktor pendukung menunjukkan bahwa keberadaan sumberdaya manusia
yang mumpuni sebagai kunci keberhasilan koordinasi Pemerintah Daerah
dan Non-Governmental Organization serta didukung dengan keberadaan
regulasi-regulasi yang mengatur tertang perlindungan anak anak dan
perempuan. Faktor penghambat menunjukkan bahwa minimnya saksi
menjadi penghambat  dikarenakan sulit dimintai bukti agar dapat
memberikan bukti-bukti yang nyata, dan akurat serta sarana dan prasarana
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yang ada saat ini belum memadai yaitu tempat penyidikan yang sempit,
perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah
seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas
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Wawancara Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Di Kab.
Enrekang
— !

83




o, A SOIN
. \\\\\ X : W)

| \\\‘\‘ '!':

felefetolotelototototatototototo tote to e to teatod










87




Submission date: 10-May-2022 03:18AM (UTC+0700)
Submission 10; 1832538915

File name:r BAB_IE docx [17.67K)

Word count: 1037

Character count: 6789

48










a1




File name: BAB_V_E docx (15.02K)
o} LU
Word count: o

92




RIWAYAT HIDUP PENULIS

EGI SAPUTRA, dilahirkan di Liangbai Kabupaten




